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( IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG 
BANTUAN HUKUM )

Pemenuhan Akses Keadilan Masyarakat melalui
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma -Cuma

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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FILOSOFI BANTUAN HUKUM

Indonesia adalah negara hukum

Negara menjamin hak konstitusional

Akses terhadap keadilan 

Negara mengakui dan 

melindungi hak  asasi manusia 

bagi setiap individu, termasuk 

hak atas Bantuan Hukum.

Setiap orang berhak untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama 

di hadapan hukum 

Bantuan Hukum merupakan 

upaya Negara untuk memenuhi 

dan menjamin hak warga 

negara akan akses terhadap 

keadilan 



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum

PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 

2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 

Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 

Hukum

Pancasila dan UUD 1945 Pasal; 28 D Ayat 1 

(Jaminan, Perlindungan dan Kepastian 

Hukum)
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BANTUAN HUKUM...?

adalah
jasa hukum yang 
diberikan oleh
Pemberi Bantuan
Hukum secara
cuma-cuma
kepada Penerima
Bantuan Hukum
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Siapa Pemberi Bantuan Hukum?

Berbadan hukum;

Terakreditasi ;

Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Pemberi bantuan

hukum adalah

lembaga bantuan

hukum atau

organisasi

kemasyarakatan

yang memberi

layanan Bantuan

Hukum berdasarkan

UU 16 Thn 2011

Memiliki program Bantuan Hukum; dan

Memiliki pengurus; 

Memiliki Advokat yang terdaftar 

(jo Permenkumham 3/2013 ttg Tatacara 

Verifikasi dan Akreditasi OBH)



LOGO

Siapa Penerima Bantuan Hukum?

Penerima 

Bantuan

Hukum

adalah

orang atau 

kelompok 

orang

tidak 

mampu

yang 

menghadapi 

masalah 

hukum

tidak dapat 
memenuhi 

hak dasar secara 

layak dan mandiri, 

meliputi 

hak atas:

pekerjaan; dan/atau

perumahan

layanan kesehatan;

layanan pendidikan;

pangan;

sandang;
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SKEMA BANTUAN HUKUM

PENERIMA BANTUAN HUKUM

ORANG ATAU KELOMPOK ORANG TIDAK MAMPU

ORGANISASI BANTUAN HUKUM

LITIGASI NON LITIGASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REGULASI BUDGET

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
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JENIS BANTUAN HUKUM LITIGASI

•Tersangka;

•Terdakwa; atau

•Terpidana yg 

mengajukan upaya 

hukum

1 2

•Penggugat/

pemohon; atau

•Tergugat/

termohon.

3

•Penggugat; atau

•Penggugat intervensi
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PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pendampingan 

dan/atau 

menjalankan Kuasa 

mulai dari tingkat 

Penyidikan dan 

Penuntutan

DILAKUKAN 

DENGAN 

CARA:
Pendampingan 

dan/atau 

menjalankan Kuasa 

dalam proses 

pemeriksaan di 

persidangan.Pendampingan 

dan/atau 

menjalankan 

Kuasa 

di PTUN
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JENIS BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

1.  Penyuluhan hukum

2.  Konsultasi hukum

3.  Investigasi perkara;

4.  Mediasi

5.  Negosiasi

6.  Pemberdayaan masyarakat

7.  Pendampingan di luar pengadilan

8.  Drafting dokumen hukum; dan/atau

9.  Penelitian hukum
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TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Mengajukan permohonan 

Bantuan  Hukum secara 
tertulis atau secara lisan, 

memuat:

Identitas pemohon  
(dibuktikan dgn FC.KTP atau 

dokumen lain yang 
dikeluarkan instansi 

berwenang)

Uraian singkat  pokok 
persoalan

yg dimintakan Bantuan Hukum

Melampirkan:

Surat Keterangan Tidak 
Mampu dari lurah, kepala desa, 

atau pejabat setingkat di tempat
tinggal pemohon

Dokumen yang berkenaan 
dgn pokok perkara
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.

Pemberi Bantuan Hukum

(OBH)

membantu Pemohon

Bantuan Hukum dalam

memperoleh surat

keterangan alamat

sementara

dan/atau

dokumen lain dari instansi

yang berwenang sesuai

domisili Pemberi Bantuan

Hukum

APABILA TIDAK 

MEMILIKI 

IDENTITAS
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APABILA 

TIDAK MEMILIKI 

SURAT 

KETERANGAN 

MISKIN

Dapat melampirkan:

❑ Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;

❑ Kartu Bantuan Langsung Tunai;

❑ Kartu Program Keluarga Harapan;

❑ Kartu Beras Miskin;

❑ Kartu Indonesia Pintar;

❑ Kartu Indonesia Sehat;

❑ Kartu Keluarga Sejahtera;

❑ Kartu Perlindungan Sosial; atau

❑ dokumen lain sebagai pengganti kartu 

keterangan miskin. 



LOGOTATA CARA PENYALURAN DANA 

BANTUAN HUKUM

Dana 

Bantuan

Hukum

Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan 

setelah Pemberi Bantuan Hukum 

menyelesaikan 

perkara pada setiap tahapan proses beracara 

Dilaksanakan sesuai dengan
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum 

dan ketentuan peraturan per-UU-an

Pemberi Bankum 
wajib memberitahukan 

scr tertulis kpd KAKANWIL 
sebelum melak. pemberian 

Bankum melalui 
Sistem 

Informasi Pemberian 
Bantuan Hukum

Pemberi 

Bantuan Hukum 

mengajukan  permohonan 

pencairan dana Bantuan 

Hukum  kepada Menteri

melalui KAKANWIL 

disertai 

laporan  penyelesaian  

perkara dan  

bukti  pendukung 

1

2

3

4
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PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri
melalui KAKANWIL secara triwulanan, semesteran, dan
tahunan

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi paling sedikit memuat:
a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; dan
b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses

penyelesaian

Untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi, laporan realisasi
harus melampirkan laporan kegiatan yang telah
dilaksanakan



LOGOPERAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM

Panitia Pengawas Daerah terhadap
pelaksanaan pemberian Bantuan
Hukum dan penyaluran dana
Bantuan Hukum

Verifikasi berkas pengajuan pencairan
(reimbursement) dana Bantuan Hukum
yang telah dilaksanakan oleh Organisasi
Bantuan Hukum (OBH).

Melaksanakan sosialisasi 
Bantuan Hukum di daerah

Mendorong pemerintah daerah untuk
memberdayakan atau memacu
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di
daerah, sehingga dapat berperan
dalam pemberian bantuan hukum bagi
Orang atau kelompok masyarakat
miskin di daerah ybs.
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ANGGARAN BANTUAN HUKUM

APBN
(Psl 17 UU 16/2011 dan

Psl 18 PP 42/2013)

Pemerintah wajib
mengalokasikan anggaran 
penyelenggaraan Bantuan 

Hukum dalam APBN

Anggaran penyelenggaraan 
Bantuan Hukum dalam APBN 
dialokasikan pada anggaran 

Kemenkumham

APBD
(Psl 19 UU 16/2011 dan

Psl 19 PP 42/2013)

Daerah dapat
mengalokasikan anggaran 
penyelenggaraan Bantuan 

Hukum dalam APBD

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengalokasian anggaran 

penyelenggaraan Bantuan 
Hukum dalam APBD diatur 

dengan PERDA

Daerah melaporkan
penyelenggaraan Bantuan Hukum 

yg dananya berasal dari APBD 
kepada Menkumham dan 

Mendagri
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www.themegallery.com


